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INFORMASI UMUM

LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL)
merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra KL
merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam
rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra KL merupakan
bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

Proses teknokratis penyusunan draft awal RPJMN 2010-1014 oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah dimulai awal
tahun 2009 yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses politik untuk
disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas (platform) Presiden
terpilin. Dalam proses teknokratis tersebut Bappenas sudah mulai melibatkan
Kementerian/Lembaga agar tercapai keselarasan antara usulan program-
program Kementerian/Lembaga dengan draft RPJMN 2010-2014. Bappenas
juga melakukan restrukturisasi program-program Kementerian/Lembaga dan
mengatur penyusunan Renstra KL untuk menjamin koherensi dengan
program-program nasional yang menjadi prioritas pemerintah.

Renstra Perwakilan BPKP merupakan turunan dari Renstra BPKP
periode 2010-2014 yang mengalami perubahan signifikan diselaraskan
dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Bappenas dan adanya
mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008. Mandat baru yang diemban BPKP
adalah sebagai APIP yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu dan
pembinaan SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran pembina SPIP
terkait erat dengan peran pengawasan intern, karena dengan penguatan
SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi
semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan.

Mandat baru tersebut ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi
BPKP sebagaimana dinyatakan oleh Kepala BPKP dalam Rapat Kerja BPKP
pada bulan Desember 2008. BPKP harus dapat menunjukkan paradigma
barunya melalui unjuk kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden sehingga

Rencana Strategis 2010-2014 1

«



R 75> |

peran BPKP semakin nyata dalam membantu pemerintah menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Strategi penguatan (reposisi)
BPKP ke depan adalah:

1. Product Differences:

Kekuatan BPKP tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan.
Kualitas produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas
sektoral) yang merupakan jiwa pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008.
Tugas BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan
keuangan negara oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan
akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat.

2. Market Differences:

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali dengan baik
siapa market nya BPKP. BPKP memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu
Presiden sebagai shareholders utama dan stakeholders birokrasi yang lain
yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan, dan organisasi
profesi. Banyak pihak yang sudah terbantu oleh kinerja BPKP dan
membutuhkan BPKP.

3. Methodology Differences:

Dengan new BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan
yang kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat misalnya program
evaluations, policy analysis, forensic audit, performance audit, internal control
audit.

Terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 menjadi pemicu perlunya
perubahan visi dan misi BPKP, karena cakupan penugasan BPKP menjadi
semakin luas meliputi pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan SPIP. Perubahan visi juga didorong oleh perubahan paradigma
baru BPKP yang lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih
menekankan membangun sistem yang mampu mencegah
kecurangan/penyimpangan atau memudahkan mendeteksi adanya
kecurangan/penyimpangan. Dua peran utama yang dapat dilakukan BPKP
adalah peran assurance dan consulting. Perumusan visi, misi, program dan
kegiatan BPKP periode 2010-2014 disusun dengan terlebih dahulu melihat
capaian kinerja BPKP selama periode Renstra sebelumnya, mengidentifikasi
harapan dan kebutuhan stakeholders BPKP serta analisis permasalahan,
potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam periode 5 tahun
mendatang.

Konbisi Umum

1. Capaian Renstra 2005-2009

Selama periode renstra sebelumnya, Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam
rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim

Rencana Strategis 2010-2014 2

«



75>

pencegahan KKN sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 bab 14. Secara ringkas, langkah-
langkah yang telah dilaksanakan dalam tahun 2005 sampai dengan tahun
2009 adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan intern atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral,

b. Pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara (BUN);

c. Pengawasan intern atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari
Presiden;

d. Melakukan audit investigatif atas kasus-kasus yang berindikasi terjadinya
kerugian keuangan negara dan memberikan bantuan perhitungan
kerugian keuangan negara kepada instansi penyidik;

e. Melakukan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis dalam rangka
pembenahan manajemen pemerintah dan BUMN/D;

f. Melakukan kajian-kajian terkait dengan isu-isu aktual yang bersifat
strategis, berdampak luas dan menjadi sorotan publik dalam rangka
memberi masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah.

Pengawasan lintas sektoral yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP
antara lain Audit Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir (PEMP), Audit kinerja Program Gerakan Nasional — Rehabilitasi Hutan
dan Lahan/GERHAN, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), Supervisi dan Monitoring Pengadaan Benih Bantuan Petani,
Program yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi pada Departemen Sosial dan
Perpustakaan Nasional, serta program-program di lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional.

Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara meliputi
audit atas proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri, monitoring
atas realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dan audit kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM).

Pengawasan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden dilakukan
terhadap beberapa permasalahan yang menjadi atensi Presiden. Kegiatan
yang telah dilaksanakan antara lain kajian atas kebijakan ketahanan pangan,
percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta audit/evaluasi
kinerja Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Jumlah keseluruhan temuan hasil pengawasan periode tahun 2005-
2009 yang berasal dari audit keuangan, audit operasional, audit kinerja dan
audit investigasi non tindak pidana korupsi (non TPK) adalah sebanyak 2.519.
kejadian senilai Rp 66.055.324.046,80 dan telah ditindaklanjuti sebanyak
1.785 kejadian senilai Rp 37.191.390.366,65.

Selain hal tersebut, dalam rangka mendukung pengelolaan
pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), BPKP
menerapkan strategi pemberantasan korupsi melalui upaya preemtif/edukatif,
preventif, dan represif. Hasil-hasil yang telah dicapai sejak tahun 2005 s.d.
2009 berupa sosialisasi program anti-korupsi kepada 12 fokus group.
Sedangkan upaya represif dilaksanakan melalui kegiatan audit investigatif
dan penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian mencapai

Rencana Strategis 2010-2014 3

«



R 75> |

Rp 923.716.338.358,28. Selain itu, BPKP juga telah berperan aktif membantu
pengungkapan kasus-kasus yang berindikasi Korupsi dengan Pemberian
Keterangan Ahli, baik kepada Penyidik maupun dalam Persidangan.

Terkait dengan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan,
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan
sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis sistem akuntansi. Hasil yang
dicapai antara lain semakin meningkatnya instansi pemerintah yang mampu
menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara juga telah melakukan pendampingan penerapan Sistem
Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang telah dikembangkan
oleh BPKP Pusat dalam rangka mempercepat pemerintah daerah menyusun
laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
berupaya meningkatkan kepedulian pentingnya SPIP dan penerapannya
dengan melakukan sosialisasi di berbagai instansi dan Pemerintah Daerah.
Untuk kepentingan penyelenggaraan SPIP di Perwakilan BPKP telah dibentuk
Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP, dan disusun Gand Disain SPIP
Perwakilan BPKP.

2. Analisis Kebutuhan Stakeholders

Efektivitas organisasi sangat berkorelasi dengan visi. Sehingga
penerapan visi akan memberikan gambaran menyeluruh bagaimana peran
dan fungsi organisasi dalam pencapaian kinerja. Oleh karena itu, Perwakilan
BPKP menyadari bahwa efektivitas ini hanya akan terwujud dengan
melakukan reposisi peran dan fungsi seiring dengan berbagai perubahan
lingkungan strategis.

Perubahan lingkungan strategis tersebut harus disikapi BPKP dengan
kesadaran profesional yang responsif terhadap tuntutan
stakehoder/shareholder. Dari penjaringan aspirasi secara langsung
wawancara pada saat melakukan audit, sosialisasi, dan bimbingan teknis ke
berbagai instansi/lembaga, diketahui harapan dan keinginan
stakeholder/shareholder. Harapan tersebut mengemuka seiring dengan
perubahan arah kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi total tata
pemerintahan menuju good governance dan clean goverment. Untuk
mewujudkan hal tersebut, prioritas diletakkan pada pembangunan aparatur
negara melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdasarkan pada
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance), yaitu
suatu konsepsi  tentang penyelenggaraan pemerintahan  yang
mengedepankan prinsip-prinsip antara lain keterbukaan dan transparansi,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, menjunjung tinggi
supremasi hukum, demokrasi, dan membuka partisipasi masyarakat.

Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut menuntut BPKP
mempertajam strategi pengawasan yang berorientasi pada pemberian
bantuan kepada pimpinan organisasi untuk meyakinkan bahwa manajemen
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telah ditangani dalam struktur pengendalian intern yang andal. Andal karena
harus mampu menjamin terselenggaranya good governance, mampu
menjamin adanya pengamanan aset, pencatatan yang akurat, serta mampu
secara dini mendeteksi dan mengelola risiko sehingga mampu mengarahkan
seluruh kegiatan pada pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal di atas, berbagai ekspektasi stakeholders dan
kontribusi Perwakilan BPKP bagi stakeholder/shareholder dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Ekspektasi Stakeholders dan Kontribusi Perwakilan BPKP

Ekspektasi Stakeholders

Kontribusi Perwakilan BPKP

Gubernur/Walikota/Bupati

» Terbina dan terawasinya perusahaan
daerah dan badan pengelola dana
masyarakat yang mendapat fasilitas
dari Pemerintah Daerah;

* Penguatan akuntabilitas Pemda;

e Terbangunnya kapasitas manajemen
keuangan daerah.

» Pelaksanaan pengawasan (audit,
reviu, evaluasi);

* Pemberian masukan dan saran
kepada gubernur selaku regulator;

e Pendampingan penyusunan LK,
penerapan SIMDA.

Auditee/Pengguna (Instansi

Pemerintah, BUMN/D):

e Terwujudnya nilai tambabh;

e Terkelolanya BUMN yang mengacu
pada praktik-praktik terbaik
penerapan GCG;

» Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik.

« Pelaksanaan pengawasan (audit,
reviu, evaluasi);

e Pembinaan dan pendampingan
(asistensi dan konsultasi).

Pemberi pinjaman/hibah/lender

» Informasi mengenai efisiensi dan
efektivitas kegiatan pembangunan
yang dibiayai dengan dana
pinjaman/hibah dalam dan luar
negeri.

Audit dukungan berupa

e Audit keuangan;

e Audit kinerja;

» Evaluasi kebijakan,

Dalam rangka audit yang dilaksanakan
oleh BPKP Pusat.

Aparat Penegak Hukum (Polri, Jaksa,

KPK)

» Adanya masukan bagi upaya
pemberantasan KKN.

« Membantu pengungkapan kasus
indikasi TPK (data awal, saksi ahli,
perhitungan kerugian negara);

« Membantu pengembangan intrumen
pencegahan KKN, peningkatan
kesadaran anti-KKN, diseminasi
langkah-langkah anti KKN.

APIP lainnya

» Adanya pembinaan atas SDM dan
sistem/metodologi pengawasan;

» Tenaga pengawas yang kompeten,
profesional dan bersertifikat.

Pembinaan dan sertifikasi jabatan
fungsional auditor.
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Ekspektasi Stakeholders Kontribusi Perwakilan BPKP
6. BPK
» Dapat dimanfaatkannya hasil Fasilitasi pelaksanaan tindak lanjut
pengawasan BPKP/APIP lainnya hasil pemeriksaan BPK terhadap
sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban
pemeriksaan BPK; keuangan negara.
e Terselenggaranya sistem
pengendalian intern yang dapat
membantu kelancaran pemeriksaan
BPK;
» Ditindaklanjutinya temuan BPK.
7. DPRD, LSM, masyarakat

» Adanya informasi mengenai « Memberi masukan bagi optimalisasi
kinerja/akuntabilitas pemerintah; fungsi DPRD di bidang pengawasan,
» Informasi efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, dan
anggaran dan pelaksanaan program pembuatan undang-undang;
pemerintah;  Memberi fokus pada hal-hal yang
 Diperhatikan dan ditindaklanjutinya menjadi perhatian DPRD dan
isu-isu yang menjadi concern masyarakat dalam kegiatan
bersama. pengawasannya;

* Memberikan informasi hasil
pengawasan berdasarkan prosedur
dan aturan yang berlaku.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.

Permasalahan
Sejumlah langkah pembenahan telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP

Provisi Sumatera Utara dan beberapa hasil signifikan juga telah diperoleh.
Namun, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam
manajemen pemerintahan, ternyata masih terdapat permasalahan dalam
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tata kelola pemerintahan dan
pemberantasan KKN, antara lain:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Masih banyaknya laporan keuangan Pemerintah Daerah yang belum
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

Masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
(good public governance) di instansi pemerintabh;

Belum semua Pemerintah Daerah membuat dan menerapkan standar
pelayanan minimal (SPM);

Kelemahan dalam pengelolaan dana perimbangan khususnya Dana
Alokasi Khusus (DAK);

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas BUMN/BUMD dalam melakukan
kerja sama dengan pihak swasta nasional maupun asing, yang berpotensi
merugikan bagi negara;

Masih banyaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme baik dari jumlah
kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:
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1) Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern
(SPI) di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk masih lemahnya sistem
pengelolaan dan pencatatan aset negara;

2) Belum memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan negara
khususnya di bidang akuntansi;

3) Belum tertatanya sistem pengawasan nasional dan mekanisme check &
balance antara pengawasan internal pemerintah dengan pengawasan
eksternal pemerintah;

4) Belum terbangunnya sistem akuntabilitas Presiden yang komprehensif,
sebagai akuntabilitas tunggal yang mengintegrasikan informasi seluruh
capaian kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah;

5) Belum efektif dan efisiennya pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

6) Belum optimalnya kinerja SDM aparatur karena belum meratanya
kompetensi aparatur dan belum memadainya remunerasi dan
kesejahteraannya. Selain itu sistem pembinaan SDM aparatur belum
berbasis pada kinerja (merit system).

Kelemahan-kelemahan tersebut akan menjadi fokus prioritas
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utrara untuk dibenahi/diatasi dalam
masa lima tahun mendatang.

2. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan
faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil
analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun
merugikan bagi BPKP. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
dan Threats).

a. Analisis SWOT

Identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses),
kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) Perwakilan BPKP
adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2 di bawah ini:
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Tabel 1.2
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman

Kekuatan (Strengths - S)

Kelemahan (Weaknesses - W)

. SDM pengawasan yang kompeten,
berpengalaman, berintegritas, inovatif,
adaptif, dan terpercaya;

. Core competency unggulan di bidang
pengawasan;

. Memiliki mandat:

* lingkup penugasan yang bersifat
makro dan strategik;

» pembinaan penyelenggaraan SPIP;

» penyedia laporan pengawasan yang
berskala nasional ke Presiden;

* pembinaan penyelenggaraan JFA.

. Dukungan dan komitmen yang cukup

kuat dari top executive BPKP;

. Peran BPKP yang bertanggung-jawab
langsung ke Presiden;

. Memiliki produk-produk unggulan yang
dibutuhkan stakeholders (GCG, KPI,
PE, FCP, SAKD, MR);

. Memiliki sistem informasi dan
infrastruktur TIK yang cukup mumpuni.

1. Alokasi dan proses regenerasi SDM

belum berjalan dengan baik;

. Komposisi SDM belum ideal;
. Auditor belum terspesialisasi menurut

kebutuhan kinerja pengawasan;

. Perencanaan pengawasan belum

berbasis risiko;

. Strategi pengawasan belum

sepenuhnya memadai;

. Implementasi sistem reward belum

optimal;

. Sistem promosi dan karier belum cukup

mendorong motivasi kerja pegawai
BPKP.

Peluang (Opportunities - O)

Ancaman (Threats - T)

. Adanya dukungan yang jelas dari
Presiden, termasuk beberapa
stakeholders;

. Akan terbitnya Peraturan Presiden
sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari
PP Nomor 60 Tahun 2008;

. Tingginya komitmen pemerintah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang
bersih, tertib, dan bertanggung jawab
(clean government and good
governance);

. Meningkatnya permintaan jasa
pengawasan (assurance) dan asistensi
(consulting) dari instansi pemerintah;

. Adanya kepercayaan atas
profesionalisme Perwakilan BPKP;

. Banyaknya satker yang belum
menerapkan tata kelola yang baik;

. Munculnya peran-peran baru
sehubungan dengan terbitnya PP
Nomor 60 Tahun 2008;

. Besarnya kepercayaan instansi penyidik

kepada Perwakilan BPKP untuk
melakukan audit investigasi atas kasus
TPK.

. Masih adanya sebagian kelompok

birokrasi yang belum memahami dan
belum dapat menerima pentingnya
peran BPKP yang baru sesuai PP
Nomor 60 Tahun 2008;

. Masih munculnya dissinkronisasi

peraturan-peraturan yang kurang
mendukung peran BPKP;

. Tingginya minat dan permintaan tenaga

BPKP yang potensial dari instansi
pemerintah di luar BPKP;

. Munculnya alternatif penyedia jasa dari

konsultan independen atau pihak lain
yang produknya sejenis dengan produk
BPKP;

. Adanya potensi perubahan kebijakan

nasional yang terkait dengan RPIJMN
2010-2014 yang perlu diantisipasi;

. Adanya pengembangan jabatan

fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Pemerintahan.
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Berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan nilai urgensi, nilai
dukungan (ND), dan nilai keterkaitan, posisi BPKP berada pada Kuadran |
atau posisi SO (strength-opportunity) yang berarti bahwa potensi/kekuatan
BPKP lebih besar dibanding dengan kelemahannya, dan peluangnya lebih
besar dibanding dengan ancamannya. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP
harus menerapkan strategi mengoptimalkan kekuatan untuk meraih
peluang sebaik-baiknya. Berbekal mandat yang dimiliki, kompetensi dan
pengalaman SDM dalam memberikan jasa assurance dan consulting,
dukungan sistem informasi yang memadai, dan kepercayaan
stakeholders, Perwakilan BPKP diharapkan mampu memberikan
kontribusi nyata untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
pemerintah, sehingga diharapkan dapat diwujudkan tata kepemerintahan
yang baik dan bersih serta akuntabilitas keuangan negara yang
berkualitas di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan memperhitungkan nilai dukungan, nilai urgensi dan nilai
keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal, terdapat 7 faktor kunci
keberhasilan BPKP sebagai berikut:

1) Komitmen Pemerintah Terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan
Bersih

Tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab
terutama dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik,
transparansi publik, kebijakan publik, dan kepastian atau kesamaan
kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan itu adalah bahwa
semua kinerja kepemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi
publik melalui karya nyata dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik dan bersih dibuktikan dengan terbitnya berbagai perangkat
hukum dan terbentuknya berbagai lembaga atau komisi ad hoc yang
ditujukan untuk mewujudkan hal tersebut. Terbitnya paket UU
keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun
2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2004) menunjukkan upaya pemerintah
membenahi pengelolaan keuangan negara. Salah satu perangkat
peraturan yang penting dan merupakan turunan dari pasal 58 ayat (1)
dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah terbitnya PP Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
SPIP tersebut menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas
penyelenggaraan SPI di lingkungan instansi masing-masing agar
penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, memenuhi
prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum
administrasi, perdata, dan pidana.

2) SDM yang Kompeten dan Profesional

SDM yang kompeten dan profesional merupakan faktor penentu
keberhasilan organisasi karena SDM lah yang mengatur dan
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menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM
yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan
mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang
berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang
profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan
baik sesuai dengan bidang keahliannya. Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara memiliki SDM dengan keahlian dan pengalaman
dalam bidang akuntansi, manajemen, audit, teknologi informasi
sehingga akan sangat mendukung pelaksanaan tugas assurance dan
consulting. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbaharui dan
ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan, pelatihan, maupun
seminar/workshop agar dapat merespon perkembangan kebutuhan
pengawasan yang terus berkembang.

Mandat BPKP Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP memiliki mandat
sebagai pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara
atas kegiatan tertentu dan pembina penyelenggaraan SPIP. Sistem
pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat
dan menunjang efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian
intern  itu dilakukan  pengawasan intern dan pembinaan
penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, secara tegas
dinyatakan beberapa mandat yang diberikan kepada BPKP sebagai
berikut:

a) Pasal 49 ayat (2): BPKP melakukan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

(1) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

(2) Kegiatan  kebendaharaan umum negara berdasarkan
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara; dan

(3) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

b) Pasal 54 ayat (3): secara berkala BPKP menyusun dan
menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden
dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara.

c) Pasal 57 ayat (1): BPKP melakukan reviu atas LKPP (Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat) sebelum disampaikan Menteri
Keuangan kepada Presiden.

Rencana Strategis 2010-2014 10

«



4)

5)

6)

75>

d) Pasal 59 ayat (2): BPKP melakukan pembinaan penyelenggaraan
SPIP yang meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan
SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP,
pembimbingan dan konsultansi SPIP, dan peningkatan kompetensi
auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Cakupan tugas yang semakin luas berdasarkan mandat
tersebut perlu dikelola dengan baik agar efektif. Mandat sebagai
pembina SPIP merupakan tugas baru dengan tantangan tersendiri,
khususnya dalam pengembangan desain dan implementasinya agar
mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah.

Komitmen Pimpinan BPKP

Komitmen Pimpinan BPKP merupakan faktor penting dalam
mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan
BPKP. Komitmen pimpinan yang kuat akan mampu membangun
integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran
organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Terkait dengan perubahan peran/mandat baru BPKP,
pimpinan juga diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga
proses transformasi, melakukan komunikasi, dan mengawal proses
transformasi tersebut.

Strategi Pengawasan yang Tepat

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, lingkup pengawasan
yang menjadi perhatian Perwakilan BPKP adalah hal-hal yang bersifat
strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mengemban
amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu
mendeteksi berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan
maupun penyimpangan di bidang keuangan negara/daerah dan
mampu memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan (applicable)
kepada Pemerintah khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Untuk itu diperlukan strategi pengawasan yang tepat, baik dari sisi
pemilihan obyek pengawasan dengan menerapkan skala prioritas
pengawasan maupun dari sisi metode pengawasan yang harus terus
dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pemberian informasi
yang relevan bermanfaat kepada Pemerintah atau stakeholders
lainnya.

Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Perencanaan pengawasan mencakup pemilihan obyek
pengawasan beserta alokasi sumber daya pengawasan (sumber daya
manusia dan dana) agar tujuan pengawasan dapat dicapai. Mengingat
keterbatasan sumber daya pengawasan, maka perencanaan
pengawasan berbasis risiko menjadi salah satu solusi, yaitu
perencanaan yang didasarkan atas penilaian risiko terhadap
keseluruhan obyek pengawasan (audit universe), yang selanjutnya
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menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan. Beberapa hal yang
dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian risiko obyek pengawasan
antara lain jumlah dana yang dikelola, kondisi pengendalian intern,
aspek strategis kegiatan, dan dampak kegiatan yang dilakukan
terhadap masyarakat. Perencanaan berbasis risiko ini dapat
mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif.

7) Koordinasi dan Sinergi Pengawasan

Kebijakan Sinergi Pengawasan berperan penting dalam
mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat
pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan
yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan
pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada
pada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya
sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antar aparat
pengawasan sehingga dapat dihasilkan sinergi pengawasan

c. Nilai Luhur BPKP

Dalam menjalankan mandatnya, Perwakilan BPKP senantiasa
bertumpu pada nilai-nilai luhur. Nilai luhur adalah nilai-nilai yang dijunjung
tinggi dan diyakini sebagai sesuatu yang bersifat mulia yang peranannya
sangat penting dalam merealisasikan misi-misi BPKP. Nilai-nilai BPKP ini
dipilih dari berbagai nilai yang terpenting, yang urutan huruf awalnya dapat
menjadi suatu kata kunci yang mengilhami seluruh staf Perwakilan BPKP
yaitu PIONIR yang berarti pemrakarsa. Hal ini merupakan perwujudan dari
keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang
berbeda dari produk para pengawas intern lainnya tetapi yang diyakini
diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.
Selengkapnya, nilai PIONIR itu adalah bentukan dari enam nilai di bawah
ini:

P rofesional

I ntegritas

O rientasi pada pengguna
N nurani dan akal sehat
I ndependen

R esponsibel

Masing-masing makna dari keenam nilai tersebut adalah:
1) Profesional

Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan
pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP, karena profesionalitas menjadi
dasar bagi pengembangan citra BPKP untuk menjadi auditor atau
aparat pengawas yang dapat dipercaya.
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Perwakilan BPKP sebagai salah satu lembaga pengawasan di
daerah, selain bekerja berdasarkan pada kaidah-kaidah dan standar-
standar yang dibangun oleh komunitas profesi, juga bekerja
berdasarkan pada kaidah-kaidah birokrasi. Kedua hal tersebut harus
diakomodasikan secara seimbang, sehingga terdapat kesesuaian
antara identitas anggota organisasi dengan identitas organisasi dan
menjadi profesional birokrat.

Profesionalitas melekat pada kegiatan pengawas intern
pemerintah yang memahami ilmu pengawasan dan memiliki
persyaratan kompetensi dan pengalaman untuk menerapkan ilmu
tersebut dengan metodologi yang sistematis dan sikap kerja yang
berintegritas, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai
tambah dalam pencapaian tujuan organisasi.

Profesionalitas juga menuntut auditor untuk terus memburu
teknologi audit terbaik yang senantiasa ditingkatkan keunggulannya,
agar dapat mengimbangi dinamika perkembangan kebutuhan
stakeholders yang beraneka ragam dan tuntutan kualitas yang
standarnya meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kaitan ini kebutuhan
mendesak yang perlu dikembangkan adalah kapasitas untuk
melakukan assessment terhadap penerapan good governance,
evaluasi kebijakan publik, manajemen risiko, audit sosial, forensic
auditing, dan untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman
stakeholders atas berbagai hal yang menjadi audit issues, serta
kapasitas untuk memberikan saran dan masukan bagi keperluan
perumusan perundang-undangan dan kebijakan berskala nasional.

Integritas

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari
kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai
pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga
sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan
dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan
integritas.

Integritas adalah kombinasi dari keteguhan sikap dalam
mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam
menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk
memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran,
yang mencakup masalah etika dan spiritual, di samping
mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu,
integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan
mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam
melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas
tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Orientasi pada Pengguna

Nilai ini sangat konsisten dengan arus besar perubahan
manajemen pemerintahan saat ini. Dengan dipraktikkannya
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manajemen pemerintahan berbasis kinerja, nilai ini adalah nilai yang
paling jelas menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP berani
menangkap dan mengembangkan spirit kewirausahaan. Perwakilan
BPKP memiliki misi untuk dapat memberi manfaat/nilai tambah
kepada stakeholders, auditan dan pengguna jasa. Oleh karena itu,
orientasi kepada pengguna merupakan faktor kunci untuk
menentukan dan merancang kegiatan pengawasan BPKP yang
memang diperlukan dan memberikan nilai tambah/manfaat kepada
stakeholder.

Nurani dan Akal Sehat

Nilai yang dikekalkan dari nurani dan akal sehat adalah nilai
untuk bertindak proporsional, menghindari diri dari praktik pengawasan
yang berlebihan.

Dengan mempertimbangkan nurani dan akal sehat, auditor
ditantang untuk menerapkan etika pengawasan pada tahapnya yang
tertinggi, bukan hanya sekedar sebuah kekakuan sikap untuk menaati
peraturan dan sikap mengukuhi kebenaran bagi orang banyak sebagai
kebenaran tertinggi, yang pada struktur sosial yang timpang akan
mengekalkan tirani mayoritas.

Auditor yang berintegritas mestinya mampu mengandalkan
suara nurani dan akal sehat. Nurani merupakan sumber pertimbangan
kebaikan etika dalam tahapnya yang tertinggi. Dengan platform etika
seperti ini, jika memang pengawas intern konsisten dan konsekuen
hendak mentransformasikan manajemen pemerintahan ke arah
manajemen yang disemangati oleh kewirausahaan, maka pengawas
harus berani mengutamakan esensi kinerja daripada kepatuhan
hukum, jika ternyata justru hukum tersebutlah yang tidak sejalan
dengan pencapaian kinerja yang optimal.

Independen

Independensi tetap diperlukan bagi aparat pengawas intern.
Sebagai contoh praktik di Amerika Serikat, karena berada dalam
lingkungan pemerintahan yang sarat dengan peraturan dan persaingan
politis, mekanisme cek dan cek ulang antara parlemen dan eksekutif
memang mengharuskan nilai independensi tetap dianut oleh internal
auditor (Inspectorate General). Inspectorate General (IG) harus
menyajikan laporannya baik kepada Pimpinan Eksekutif maupun
kepada Parlemen sekaligus.

Independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam
penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan BPKP di bawah
Presiden tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap
Presiden. Namun, ketika BPKP dapat secara partisipatoris
menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Presiden,
maka terhadap apapun yang diawasi oleh BPKP, sikap independensi
secara faktual dapat dilaksanakan.
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6) Responsibel

Responsibel adalah sikap seorang yang mengakui adanya
tanggung jawab yang bermula pada dirinya (obligation to act). Ini
adalah salah satu sikap yang dipercaya merupakan komponen dari
proses good governance. Dengan adanya kejelasan tanggung jawab,
seseorang akan dapat bekerja secara terarah sesuai dengan
kewenangan dan kewajibannya. Pada akhirnya, responsibilitas akan
membimbing seseorang untuk menuntaskan tanggung jawabnya
tersebut lewat upaya akuntabilitas (obligation to answer).

Sebagai pengawas internal, responsibilitas adalah nilai yang
memungkinkan seluruh staf Perwakilan BPKP mengidentifikasikan
dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen pemerintahan,
yaitu untuk bersama-sama dengan manajemen mengupayakan
pencapaian tujuan manajemen. Tersirat di sini bahwa BPKP adalah
mitra, yang turut memahami dan berniat menanggung responsibilitas
manajemen pemerintahan, khususnya dalam menciptakan proses
good governance, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan
iklim manajemen yang terbebas dari praktik KKN.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Alur penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014 dimulai dari identifikasi kondisi umum yang
menggambarkan capaian Renstra periode sebelumnya dan identifikasi
kebutuhan stakeholders. Selanjutnya dilakukan analisis permasalahan,
potensi, kelemahan, peluang serta tantangan yang dihadapi, Faktor Kunci
Keberhasilan serta Nilai Luhur Organisasi untuk mewujudkan visi dan misi.
Identifikasi tersebut menjadi penentu arah dan menjadi dasar perumusan
strategi BPKP yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKP. Berdasarkan alur pikir tersebut,
sistematika penyajian Rencana Strategis sebagai berikut:
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Gambar 1.3
Sistematika Penyajian
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BAB

M Visi, Misi, DAN TUJUAN

Struktur Renstra BPKP Tahun 2010-2014 mengacu pada
restrukturisasi program dan Pedoman Penyusunan Renstra
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Tahun 2010-2014 sebagaimana diatur
dalam  Peraturan Menteri Negara  Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5
Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 2009.

Gambar 2.1
Struktur Renstra BPKP 2010-2014

Tujuan

Eselon |l

Visi

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya
mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati
dirinya sebagai APIP yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang
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berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu
memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintahan.
Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas keuangan
negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP
yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada
shareholder/stakeholder-nya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan
dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai
berikut:

VISI

AUDITOR PRESIDEN YANG RESPONSIF,

INTERAKTIF, DAN TERPERCAYA, MEWUJUDKAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA YANG
BERKUALITAS

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci,
yaitu:

Auditor Presiden

Responsif

Interaktif

Terpercaya

Akuntabilitas Keuangan Negara
Berkualitas

QA ONE

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan
pemahaman yang komprehensif tentang visi. Makna ringkas dari masing-
masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

@ Auditor Presiden

Frasa Auditor Presiden yang merupakan turunan dari visi BPKP
sebagai Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan artikulasi dan kesan yang
kuat bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang
memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh Presiden untuk
membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya di wilayah
Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Auditor Presiden di daerah, Perwakilan
BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang melihat dan mendengar
secara langsung fakta, data maupun informasi dan segera merespon melalui
suatu sistem peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden.
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Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Perwakilan
BPKP adalah hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan
berskala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan
keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, terutama yang pro growth,
pro job, dan pro poor.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, Perwakilan BPKP mengemban
amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi
berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun
penyimpangan di bidang keuangan negara dan mampu memberikan
rekomendasi yang applicable kepada pemerintah, khususnya Pemerintah
Daerah. Dengan demikian dalam kurun waktu 10 sampai dengan 30 tahun
mendatang diharapkan Perwakilan BPKP memberikan peran yang cukup
signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara/daerah yang
berkualitas. Dalam konteks tersebut, Perwakilan BPKP harus konsekuen
untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama lebih ditekankan
kepada upaya penciptaan proses governance, manajemen risiko, dan
penerapan sistem pengendalian guna mewujudkan akuntabilitas keuangan
negara yang berkualitas, meskipun fungsi atestasi terhadap asersi
manajemen masih dapat dilakukan.

Ciri khas dari BPKP sebagai Auditor Presiden sebagai Kepala
Pemerintahan yang membedakan dirinya dari lembaga pengawasan yang lain
adalah dimilikinya kompetensi pengawasan di bidang akuntabilitas keuangan
negara. Kompetensi inti ini sejalan dengan kewenangan Presiden
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, yaitu Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintahan.

Visi Perwakilan BPKP sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang
strategis untuk mendukung visi BPKP dalam rangka meningkatkan prinsip
independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di
bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan
demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan
pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak
diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip
independensi.

@ Responsif

Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), tidak masa
bodoh, dan bereaksi secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu
peristiwa. Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam
menjalankan perannya, Auditor BPKP tanggap terhadap permasalahan yang
dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada
pengambil kebijakan.

Ini berarti bahwa BPKP tidak boleh berlama-lama dalam menentukan
langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan dalam mengamankan dan
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menyukseskan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam
konteks ini, berarti BPKP tidak harus menunggu penugasan dari Presiden,
justru dengan sistem peringatan dini yang dimiliki oleh BPKP maka BPKP
dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara
mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Presiden dan
segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan
untuk suksesnya kebijakan nasional.

@ Interaktif

Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah.
Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya
yang bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah
adanya suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi proaktif yang
mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi BPKP
(satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa BPKP
memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders. Dengan
pengertian tersebut maka komunikasi antara BPKP dengan stakeholders
ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh
karena itu, Perwakilan BPKP harus membuka saluran-saluran komunikasi
yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam
menjalankan perannya.

Selain itu, Perwakilan BPKP dapat menjelaskan dengan baik hasil-
hasil pengawasan maupun sistem pengendalian intern yang diperlukan oleh
para pengguna/stakeholders. Sifat interaktif ini mendorong perlunya
kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor Perwakilan BPKP
untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya yang dapat
diandalkan di bidang pengawasan.

@ Terpercaya

Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat
melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan.
Perwakilan BPKP telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden
yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP memiliki integritas yang tinggi
yang didukung profesionalisme yang tinggi, sehingga dapat diandalkan untuk
memberikan hasil kerja yang berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan
harapan shareholders dan stakeholders.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan merupakan pemegang
akuntabilitas keuangan negara yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak
lain membutuhkan keahlian BPKP sebagai Auditor Presiden dalam
melakukan pengawasan di bidang keuangan negara. Kepercayaan terhadap
kinerja BPKP telah tumbuh yang terbukti dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP yang memberikan mandat
kepada BPKP untuk melakukan pengawasan intern di bidang keuangan
negara dan membina SPIP. Kepercayaan stakeholders kepada BPKP juga
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ditunjukkan dengan banyaknya permintaan stakeholders kepada BPKP untuk
membenahi sistem dan tata kelola pemerintahan.

@ Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan
secara periodik. Sedangkan keuangan negara sebagaimana dinyatakan
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut. Keuangan negara ini meliputi:

= Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang, dan melakukan pinjaman;

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

4

Penerimaan Negara;
Pengeluaran Negara;
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara/daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

= Kekayaan pihak lain yang diperolen dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah.

9 4 4 4 9

9

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup
yang luas, yaitu pertanggungjawaban atas semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang dimiliki negara dan/atau
dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan
negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara
dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan negara. Akuntabilitas
keuangan negara tidak sekedar pertanggungjawaban penggunaan dana dan
proses pengelolaannya, namun yang terpenting adalah pertanggungjawaban
kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan keuangan negara.
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Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003, Presiden selaku
Kepala Pemerintahan memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan Negara
sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan
tersebut:

= Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

= Dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya;

= Diserahkan kepada  Gubernur/Bupati/Walikota  selaku Kepala
Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Meskipun pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dikuasakan,
namun akuntabilitas keuangan negara tetap melekat pada Presiden.
Akuntabilitas keuangan negara oleh Presiden ini meliputi kewajiban seorang
Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan Presiden di bidang keuangan negara
kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki
bahwa proses pengambilan keputusan atau kinerja keuangan negara dapat
dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan
negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya
(traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). BPKP
sebagai Auditor Presiden berperan membantu pengawasan dalam bidang
keuangan negara agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskan seluruh
rakyat Indonesia.

@ Berkualitas

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan
tiga ciri yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa
pertanggungjawaban  keuangan negara harus dapat diandalkan,
mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta
berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.

Misi

Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataan
tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi
mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.
Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden
Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
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Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan
penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup
penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Empat misi Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Pengawasan Intern Terhadap
O Akuntabilitas Keuangan Negara yang mendukung Tata
kepemerintahan yang baik dan bebas

Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP sebagai
Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, sekaligus menegaskan
bahwa misi ini dilakukan untuk membantu pemerintah selaku shareholder
BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan
upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan
intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah
(value added) melalui dua peran utama vyaitu aktivitas assurance dan
consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama BPKP adalah memberikan
umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Presiden/Pemerintah
untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan
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keuangan negara, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah
dalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama
(core business) Perwakilan BPKP, baik dalam aktivitas assurance yang
dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting
yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi,
konsultansi, pengembangan sistem.

Mandat BPKP sebagai pengawas intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara semakin jelas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Dalam Pasal 49 Ayat (2) dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan
intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang
meliputi:

a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan

c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan
kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian
negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan
pengawasannya oleh APIP lain. Pengawasan kegiatan lintas sektoral
diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat makro dan
komprehensif atas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah pusat maupun
daerah, sehinga bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau penentuan
kebijakan.

Dengan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2, kegiatan
BUN terdiri atas delapan bidang yaitu pelaksanaan pendapatan dan belanja
negara, pengelolaan uang negara, pengelolaan piutang, pengelolaan utang,
pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),
penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN, dan regulator di bidang
keuangan negara. Pengawasan intern terhadap kegiatan kebendaharaan
umum negara diharapkan dapat memberi masukan dan feed back kepada
Menteri Keuangan selaku BUN mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan
oleh institusi di luar Departemen Keuangan, yang secara hukum tidak dapat
diawasi oleh APIP selain BPKP. Peran BPKP dalam mengawasi kegiatan-
kegiatan BUN tersebut perlu didukung dengan penetapan Menteri Keuangan
selaku BUN, baik mengenai ruang lingkup maupun sasaran pengawasannya.

Pengawasan atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden
merupakan kegiatan BPKP dalam rangka merespon permasalahan-
permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues)
sesuai perintah Presiden dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan-
penugasan tersebut merupakan implementasi yang nyata dari peran BPKP
sebagai Auditor Presiden/pemerintah.

Dalam misi 1 termasuk juga kegiatan dalam rangka membantu aparat
penegak hukum dan pemerintah untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang
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dilakukan dalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli,
dan perhitungan kerugian negara.

Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Sistem
6 Pengendalian Intern Instansi Pemerintah di Sumatera
Utara

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 dinyatakan bahwa untuk
mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam PP tersebut.
Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung
jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukan pengawasan
intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk
akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Departemen, Inspektorat Provinsi,
Inspektorat Kabupaten/Kota.

Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga
dilakukan  pembinaan  penyelenggaraan SPIl. Tugas pembinaan
penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah ini diamanatkan
kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran
BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang
langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk
memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja
Presiden merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja
berbagai Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah, sehingga perlu
juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi
pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Kegiatan pembinaan SPIP oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Utara mencakup:

Sosialisasi SPIP;

Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan SPIP;

Pembimbingan dan konsultansi SPIP;

Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

oo op

Kegiatan pembinaan butir a sampai dengan butir ¢ merupakan
rangkaian kegiatan dalam rangka membina seluruh instansi pemerintah agar
dapat menerapkan SPIP. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup
misi kedua ini. Sedangkan butir e lebih spesifik terkait peningkatan
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kemampuan/kompetensi auditor APIP yang menjadi bagian dari misi ketiga
yaitu mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten. Pada prinsipnya misi kedua lebih menekankan
kepada pembinaan SPIP kepada instansi pemerintah, sedangkan misi ketiga
terkait dengan pembinaan terhadap auditor (APIP).

Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern
0 Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di
Sumatera Utara

Misi ketiga adalah misi pengimbang yang disusun dalam kesadaran
bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tak mungkin terwujud tanpa adanya
proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIP yang
sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis diharapkan
akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban
atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah,
dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan
kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, dan berorientasikan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP
dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP.
Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang
bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya masing-masing.

Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai pembimbing berbagai
strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas BPKP
sendiri maupun kapasitas APIP secara umum. Penjabaran misi ini merupakan
bentuk tanggung jawab BPKP sebagai anggota komunitas pengawasan untuk
turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional yang
terpadu. Pengembangan sistem pengawasan nasional tentunya dilakukan
bersama-sama, baik dengan BPK, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit
Pengawasan LPND, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan
Pengawasan Intern (SPlI) BUMN/BUMD/BUL, maupun dengan Instansi
Pemerintah lainnya yang mengkoordinasikan kegiatan pengawasan seperti
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam
Negeri pada saat ini, serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Lebih
luas lagi, dilakukannya pengawasan secara bersinergi akan menjadi agenda
yang penting BPKP bersama-sama dengan DPR/DPRD, Kejaksaan Agung,
Kepolisian, maupun masyarakat.

Arti penting dari ditetapkannya misi ini terletak pada adanya kesadaran
BPKP untuk turut serta membenahi hal-hal yang kontra produktif dalam
kegiatan pengawasan, misalnya bertubi-tubinya dan tumpang tindihnya
pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan. Hal ini dapat diwujudkan
dalam bentuk pemberian masukan mengenai arah dan kebijakan
pengawasan nasional/makro kepada Pemerintah. Substansi arah dan
kebijakan yang dimaksud tentunya sejalan dengan program-program
Pemerintah yang menjadi prioritas, berskala nasional, memperhatikan analisis
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risiko per masing sektor dan bidang kegiatan pemerintahan, mencerminkan
sinergi APIP, dan menunjukkan dukungan bagi pelaksanaan pengawasan
oleh auditor eksternal.

Penjabaran misi ini terus dioptimalkan oleh BPKP agar hasil
pengawasannya mempunyai manfaat dan memberikan nilai tambah bagi
semua pihak yang berkepentingan, terutama stakeholders utama, yang
tercermin dari tanggapan positif ataupun apresiasi para pengguna atas
produk-produk BPKP. Untuk itu perlu terus diagendakan dan diberikan
perhatian yang memadai terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber
daya, kepatuhan pada standar profesi, penataan proses kerja internal, dan
sistem kendali mutu yang dapat menunjang peningkatan kualitas hasil
pengawasan. Dengan demikian, produk BPKP diharapkan akan bermanfaat
sebagai umpan balik (feed back) bagi penetapan kebijakan dan pengambilan
keputusan dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD/BUL.

Peran Perwakilan BPKP mengembangkan kapasitas APIP (termasuk
BPKP) baik dari sisi SDM, organisasi maupun sistem dan prosedur
mencakup:

= Fasilitasi Pembinaan kompetensi APIP dengan pendidikan dan pelatihan
auditor (pasal 59 ayat 1 e PP Nomor 60 Tahun 2008) di Wilayah Provinsi
Sumatera Utara,;

= Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan sertifikasi auditor
(pasal 51 ayat 2 dan 3 PP Nomor 60 Tahun 2008) di Wilayah Provinsi
Sumatera Utara,

9

Pengembangan Kapasitas Internal BPKP;

9

Pendukung/fasilitasi Pengawasan,;
Sinergi dengan APIP lain.

Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan
6 Keputusan yang Andal bagi Pemerintah di Sumatera
Utara

9

Misi ini merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP di daerah
sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan
pengambilan keputusan Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem
Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal
sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap
implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara,
yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time,
yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi
akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh
informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga
dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara
realisasi dengan rencana pada saat tertentu.
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Sistem pelaporan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan negara yang ada saat ini belum menjamin bahwa Presiden
memperoleh informasi yang utuh/menyeluruh atas implementasi akuntabilitas
Presiden. Kondisi tersebut kontradiktif dengan kedudukan Presiden sebagai
Kepala Pemerintahan yang juga memegang kekuasaan tunggal pengelolaan
negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (UU Nomor 17 Tahun
2003 Pasal 6 ayat 1). Meskipun telah secara jelas diatur bahwa kekuasaan
pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan (selaku
BUN) dan menteri/pimpinan lembaga (selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang), serta diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala
daerah untuk mengelola keuangan daerah, namun sejatinya bukan berarti
bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diserahkan keseluruhan
ke menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota. Akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara tetap melekat kepada Presiden yang
menerima amanah dari rakyat, sehingga Presiden juga harus berakuntabilitas
kepada rakyat.

Berbagai peraturan yang telah diterbitkan terkait Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP), Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2008), Tatacara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP Nomor 39 Tahun
2006), dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah-LPPD (PP Nomor 3 Tahun 2007), belum dapat menjamin
bahwa Presiden memperoleh informasi periodik, up to date, dan mendekati
real-time tentang akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan negara.

Kondisi di atas memunculkan fenomena baik di pusat dan daerah,
yaitu (i) penyerapan anggaran yang rendah, (ii) kurang sinkronnya rencana
pembangunan di pusat dan daerah (karena persepsi yang sempit terhadap
perundang-undangan yang ada), dan (iii) tidak adanya informasi capaian
kinerja kumulatif/aggregasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
yang dapat dilaporkan kepada Presiden secara tepat waktu (up to date), yang
mendekati real-time. Hal tersebut menyulitkan Presiden untuk dapat menilai
apakah agenda-agenda Presiden yang tertuang di RPJMN telah dilaksanakan
oleh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah sesuai dengan target
atau harapan Pemerintah dan rakyat.

Dalam rangka mengembangkan pelaporan akuntabilitas di Indonesia,
masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut untuk
membuat indikator capaian kinerja yang terukur sehingga dapat membantu
Presiden untuk menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat sesuai dengan
amanah UUD. Terkait hal tersebut, Perwakilan BPKP melalui kegiatan
updating profil Pemda/BUMD dan kajian current issue yang berkembang di
Provinsi Sumatera Utara membantu memberikan solusi terhadap kebuntuan
(missing-link) proses pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
mensinergikan sumber-daya informasi antar departemen/lembaga (pusat dan
daerah) sehingga ~memungkinkan pertukaran data/informasi, dan
memudahkan Presiden untuk memonitor dan mengendalikan kemajuan
(progress) masing-masing program/agenda Pemerintah.
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TUJUAN

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah
ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, BPKP mengadopsi konsep
Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan
karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor
privat/bisnis yang berorientasi profit, BPKP memodifikasi Perspekitif
Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspekiif
Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan
menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut
maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders
utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan
tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.

Keterkaitan antara tujuan-tujuan strategis tersebut digambarkan dalam
peta strategi. Peta strategi berisi sekumpulan tujuan strategis yang saling
terkait dan koheren serta mempunyai hubungan sebab — akibat (causal
relationship) antar tujuan strategis tersebut. Peta strategi tersebut merupakan
penjabaran hal-hal yang sifatnya strategis dan menjadi roadmap bagi
organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuannya.

Peta strategi BPKP menggunakan empat perspektif yaitu: Manfaat bagi
Stakeholder, Manfaat bagi Auditan/Pengguna Jasa, Proses Internal, dan
Pertumbuhan dan Pembelajaran.

Perspektif Manfaat bagi Stakeholder menjelaskan manfaat/nilai tambah
yang dapat diberikan kepada stakeholder dari penugasan-penugasan yang
dilakukan oleh BPKP. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan
strategis yang terdapat pada perspektif Manfaat bagi Stakeholder yaitu:

TUJUAN

1. MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS PROGRAM PEMERINTAH DAN
KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA;

2. MENINGKATNYA TATA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK;

3. TERCIPTANYA IKLIM YANG MEMUDAHKAN PENGUNGKAPAN KASUS KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA,;

4. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH;

5. MENINGKATNYA KAPASITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN;

6. TERIMPLEMENTASINYA SISTEM DUKUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PRESIDEN/PEMERINTAH.
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Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan
yang masih dihadapi dalam 5 tahun ke depan serta untuk menjawab
pernyataan misi BPKP. Penetapan tujuan pertama yaitu meningkatnya
kualitas akuntabilitas Program Pemerintah dan Kebendaharaan Umum
Negara dilandasi permasalahan masih banyaknya laporan keuangan
Pemerintah Daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).

Akuntabilitas Program Pemerintah merupakan suatu perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran Progam yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan itu, Perwakilan
BPKP mempunyai tujuan agar kualitas pelaksanaan akuntabilitas Program
Pemerintah tersebut meningkat dari tahun ke tahun, demikian juga
Kebendaharaan Umum Negara yang ditandai melalui peningkatan opini atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang yang dikeluarkan oleh BPK.

Penetapan tujuan kedua yaitu "Meningkatnya tata kepemerintahan
daerah yang baik”, berkaitan dengan masih rendahnya pelayanan publik
karena belum semua pemerintah daerah membuat dan menerapkan standar
pelayanan minimal (SPM). Padahal di satu sisi pemerintah telah
mencanangkan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good public
governance). Tata pemerintahan yang baik tersebut berkaitan dengan etika
pengelolaan organisasi pemerintahan yang memenuhi kriteria atau
karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut mencakup sebagai berikut:

Partisipasi publik

Kerangka hukum yang adil
Transparansi informasi

Pelayanan yang responsif

Orientasi pada kepentingan yang luas
Kesempatan yang sama

Kegiatan yang efisien dan efektif
Akuntabilitas organisasi

Visi ke depan pengembangan manusia.

CoNoO~WNE

Perwakilan BPKP mempunyai tujuan agar akuntabilitas keuangan
negara dan tata kepemerintahan daerah tersebut mengalami perbaikan
melalui kegiatan quality assurance ataupun consulting and assistance.

Terciptanya iklim yang memudahkan pengungkapan kasus kerugian
keuangan negara menjadi tujuan BPKP karena BPKP menyadari bahwa
perbaikan akuntabilitas dan etika pengelolaan masih memerlukan perbaikan
dalam sistem dan lingkungan yang mempengaruhinya.

Penetapan tujuan ketiga ini juga didasari dengan masih banyaknya
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baik dari jumlah kasus yang terjadi
maupun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Hal lain yang menjadi
perhatian adalah Provinsi Sumatera Utara masih menduduki rangking
tertinggi dalam hal terjadinya korupsi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi
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Perwakilan BPKP untuk menciptakan iklim memudahkan pengungkapan
kasus yang merugikan keuangan negara, diantaranya dengan melakukan
sosialisasi anti korupsi tentang pemahaman dan kepedulian permasalahan
korupsi, mengimplementasikan Fraud Control Planning (FCP) di Pemerintah
Daerah yang berisiko fraud, serta melakukan penelaahan laporan dan
pengaduan masyarakat.

Ketiga tujuan di atas mendukung tercapainya keberhasilan misi BPKP
yang pertama vyaitu ’"Meningkatkan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan
yang baik dan bebas KKN di Sumatera Utara”.

Tujuan ke empat BPKP yaitu "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah”, ditetapkan untuk tercapainya misi ke
dua BPKP yaitu "Meningkatkan efektifitas Pembinaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Sumatera Utara”. Untuk mewujudkan hal tersebut BPKP
telah dibekali mandat sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan adanya PP Nomor
60 Tahun 2008, BPKP menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung
jawab atas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Kegiatan ini menjadi salah
satu kegiatan prioritas bidang hukum dan aparatur negara dalam RPJMN
2010-2014 dan harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah yang efektif pada akhirnya akan bermuara
pada tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang semakin
efektif maka diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap penurunan
praktik korupsi di lingkungan aparatur negara khususnya di wilayah Provinsi
Sumatera Utara.

Penetapan tujuan ke lima yaitu "Meningkatnya kapasitas aparat
pengawasan intern pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten”,
adalah untuk mendukung misi ke tiga yaitu "Mengembangkan kapasitas
pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Sumatera
Utara”. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik (good public governance) akan terjadi dengan
dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya
adalah APIP. Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan
pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi
Pemerintah.

APIP yang profesional dan kompeten ini akan mendukung peran APIP
yang efektif yang sekurang-kurangnya harus:

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah.
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b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah.

Tujuan ke enam ditetapkan untuk mendukung pencapaian misi
"Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal
bagi pemerintah di Sumatera Utara”. Sebagai internal auditor, BPKP
menyadari bahwa tugas-tugas quality assurance dan pendampingan yang
berorientasi kepada pimpinan organisasi dan pemerintah, harus menjadi
perhatian utama. Informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik
informasi keuangan dan non keuangan, yang berhubungan dengan
peristiva-peristiwva  eksternal dan internal harus direkam dan
dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi dan pemerintahan dalam
bentuk dan waktu yang tepat, untuk melaksanakan pengendalian intern dan
tanggung jawab operasional. Kesadaran itulah yang mendorong Perwakilan
BPKP untuk menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan
pemerintah yang efektif. Hal tersebut dibuktikan oleh Perwakilan BPKP
melalui pemberian dukungan konten data berupa updating profil
Pemda/BUMD secara periodik dalam sebuah sistem yang dapat dijadikan
bahan pengambilan keputusan oleh Presiden/Pemerintah.
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STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan penyusunan program dan Kkegiatan di
Perwakilan BPKP mengacu kepada Program dan Kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Renstra BPKP Tahun 2010-2014 dan menjadi porsi
Perwakilan BPKP serta mempertimbangkan potensi Perwakilan BPKP dalam
meningkatkan akuntabilitas keuangan negara di Sumatera Utara.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program yang dirancang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan
lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Program dan kegiatan yang disusun, juga menggambarkan pada
domain BPKP dalam pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara yang
meliputi 4C yaitu:

CAPACITY BUILDING
CURRENT ISSUES
CLEARING HOUSE
CHECK AND BALANCE

@ Capacity Building

BPKP berisi para pakar khususnya di bidang auditing, akuntansi, dan
akuntabilitas sehingga BPKP menjadi rujukan bagi seluruh instansi
pemerintah jika menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan
negara. Terkait dengan hal tersebut, BPKP berperan mendukung manajemen
pemerintahan yang profesional mencakup pelaksanaan pengawasan intern,
pembinaan dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern, dan
peningkatan kapasitas SDM. Secara tegas PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal
59 ayat (1) huruf e memberikan mandat pada BPKP untuk melakukan
peningkatan kompetensi auditor APIP. BPKP dapat melakukan sosialisasi,
bimbingan teknis, reviu, evaluasi, atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan
instansi pemerintah. Termasuk dalam domain ini adalah pengembangan
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sistem informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata
kelola pemerintahan, misalnya pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Presiden (President
Accountability Systems).

@ Current Issues

Dalam rangka mengawal pelaksanaan program-program strategis
nasional yang bersifat makro dan lintas kementerian, BPKP harus mampu
menangkap dan menganalisis issue-issue yang terkini tentang pelaksanaan
program-program tersebut dalam rangka memberikan masukan kepada
Presiden. Prioritas penanganan adalah issue penting yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat banyak, memiliki dampak dan resiko tinggi jika tidak
segera ditangani. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa kajian issue-
issue strategis, analisis kebijakan, dan evaluasi program.

@ Clearing House

Untuk mengatasi kegamangan/keraguan para penyelengara negara,
pejabat/petugas di kementerian/lembaga termasuk Pemerintahan Daerah
dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perwakilan BPKP
siap memberikan justifikasi secara akuntabel agar kegiatan dapat
dilaksanakan secara efektif. Melalui clearing house, Perwakilan BPKP dengan
didukung oleh jajaran Kejaksaan dan Kepolisian akan memperjelas suatu
permasalahan apakah masalah atau kasus masih merupakan ranah
administrasi atau sudah berindikasi tindak pidana korupsi. Hal ini untuk
mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, ekonomis,
efisien, efektif, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

@ Check and Balance

Kuatnya posisi eksternal auditor dibandingkan internal Auditor
Presiden saat ini menciptakan suatu kondisi manajemen pemerintahan yang
kurang kondusif. Oleh karena itu, Presiden membutuhkan sistem
pengawasan internal yang kuat dan terkoordinasi dengan baik dalam rangka
menciptakan check and balance. Untuk meningkatkan efektivitas sistem
pengendalian, pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara
yang kuat akan memberikan early warning dan feed back yang benar kepada
manajemen Pemerintahan, sehingga semua potensi penyimpangan dapat
dideteksi, dicegah, dan diperbaiki, serta pada akhirnya diperoleh pencapaian
program dan kegiatan yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan
efektif.

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra BPKP 2010-2014
mengacu pada kebijakan retrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan
dalam menyusun Rancangan Awal RPJMN tahun 2010-2014. Program
didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan
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yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh K/L. Begitu juga pada tingkat Perwakilan. Terdapat dua
jenis program, yaitu program teknis dan program generik. Program teknis
merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada
kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program
generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk
mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan
(pelayanan internal). Dengan mengacu pada Renstra BPKP 2010-2014 dan
mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas,
Renstra Perwakilan BPKP 2010-2014 berisi 3 program sebagai berikut:

PROGRAM TEKNIS

PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PROGRAM GENERIK

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA-BPKP;

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

NEGARA-BPKP.

Dari program-program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan.
Kegiatan merupakan bagian dari program, dimana pada level kantor
Perwakilan dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 3 yang terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Satu unit
organisasi setingkat eselon 3 yaitu Bidang Teknis yang bersifat memberikan
pelayanan eksternal menggunakan 1 kegiatan teknis. Sedangkan kegiatan
generik dilaksanakan oleh unit organisasi setingkat eselon 3 yang bersifat
memberikan pelayanan internal, yaitu Bagian Tata Usaha.

Kegiatan-kegiatan Teknis BPKP yang merupakan pelaksanaan
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas:
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Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama BPKP

No. Uraian Outcome Kegiatan Teknis
1. | Meningkatnya kualitas Pengawasan Lintas Sektor Bidang
penyelenggaraan Perekonomian
pengawasan intern Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder
akuntabilitas keuangan Bidang Perekonomian
negara dan pembinaan Pengawasan Atas Proyek PHLN
penyelenggaraan SPIP
pada Instansi Pemerintah | Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang
Pusat Bidang Perekonomian
Perekonomian
2| Meningkatnya kualitas Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam
penyelenggar_aan Pengawasan BUN Bidang Polsoskam
pengawasan intern
akuntabilitas keuangan Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang
negara dan pembinaan Polsoskam
penyelenggaraan SPIP Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL
pada Instansi Pemerintah | Bidang Polsoskam
Pusat Bidang Polsoskam | pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang
Polsoskam
Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder
Bidang Polsoskam
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang
Polsoskam
3. | Meningkatnya kualitas Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan
penyelenggaraan Daerah
pengawasan intern Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
akuntabilitas keuangan : : :
negara dan pembinaan Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang
penyelenggaraan SPIP Keuangan Daerah
pada Instansi Pemerintah | Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD
Daerah Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder
Bidang Keuangan Daerah
Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik
Bidang Keuangan Daerah
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang
Keuangan Daerah
4. | Meningkatnya kualitas Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat
gﬁﬂgg’gﬁ;:g ll(rgj ;?19 an Pengawasan Atas Kinerja BUMD
negara dan pembinaan Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara
penyelenggaraan SP1 Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD
pada badan usaha milik
negara/daerah Pengawasan Atas Penerimaan Negara Sektor
Korporat
5. | Meningkatnya kualitas Sosialisasi Masalah Korupsi

pengawasan intern

Bimtek/Asistensi Implementasi FCP

Rencana Strategis 2010-2014

36

«



75>

No. Uraian Outcome

Kegiatan Teknis

akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP
terkait kegiatan
Investigasi

Kajian Pengawasan

Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara,
Dan Pemberian Keterangan Ahli Atas
Permintaan Instansi Penyidik

Audit Investigasi Atas Permintaan Instansi
Lainnya

Reviu Terhadap Laporan Dan Pengaduan
Masyarakat

Sedangkan kegiatan-kegiatan generik adalah sebagai berikut:

KEGIATAN GENERIK

1. KEGIATAN YANG BERADA PADA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA-BPKP:

PELAYANAN GAJI HONORARIUM DAN TUNJANGAN;
PELAYANAN OPERASIONAL PERKANTORAN,;

PENYUSUNAN RENCANA KERJA/TEKNIS;

PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN;
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN;
PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI;

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN;
PEER REVIU PENGAWASAN PERWAKILAN;

PEMBINAAN DAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL;
PENGUMPULAN DATA UNTUK MENDUKUNG PASS;
PENYELENGGARAAN SIM DI INTERNAL BPKP.

989 9 9 9 9 9§ § §

9

(5) I/ ——~iAaTAnI xsARI~A PrAARA NAanA DnAAnars Denimvi~izarTant CaAamlmanaa

7

INDIKATOR KINERJA

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan
dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan,
dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima
karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan
nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil
(outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan
indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan
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mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung
program tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5
Tahun 2009, pencapaian indikator hasil (outcome) merupakan tanggung
jawab unit Eselon | sedangkan pencapaian indikator keluaran (output)
merupakan tanggung jawab unit Eselon Il. Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara sebagai sebuah unit kerja Eselon 1l yang merupakan
perpanjangan tangan BPKP Pusat di daerah bertanggung jawab atas
pencapaian indikator-indikator output sebagai dukungan terhadap pencapaian
indikator outcome BPKP Pusat.

Indikator-indikator kinerja output dan kebutuhan anggaran untuk
mencapainya dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Keberhasilan penerapan Rencana Strategis tergantung pada
kemampuan mengelola data kinerja. Kemampuan ini pada gilirannya akan
sangat dipengaruhi oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja
masing-masing kegiatan seperti tampak dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Penanggung Jawab Kegiatan

No. Uraian Kegiatan Penanggung Jawab
1. | Pengawasan lintas sektor + Bidwas IPP
+ Bidang APD

2. | Bimbingan teknis/asistensi penyusunan Bidwas IPP
laporan keuangan Kementerian/Lembaga

3. | Pengawasan atas penerimaan negara Bidwas IPP
4. | Pengawasan atas permintaan presiden Bidwas IPP
5. | Pengawasan atas permintaan + Bidwas IPP
stakeholders + Bidang APD
6. | Pengawasan atas kegiatan PHLN Bidwas IPP
7. | Bimbingan teknis/asistensi penyusunan Bidang APD
laporan keuangan pemerintah daerah
8. | Pembinaan penyelenggaraan SPIP + Bidwas IPP
+ Bidang APD
9. | Pengawasan atas kinerja pelayanan Bidang APD

publik

10. | Pengawasan Bendahara Umum Negara | # Bidang APD
+ Bidang Akuntan Negara

11. | Pengawasan atas penerimaan negara Bidang Akuntan Negara
sektor korporat
12. | Pengawasan atas kinerja BUMD Bidang Akuntan Negara
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No. Uraian Kegiatan Penanggung Jawab

13. | Pengawasan atas kinerja public service Bidang Akuntan Negara
obligation BUMN

14. | Bimbingan teknis/asistensi GCG/KPI Bidang Akuntan Negara
sektor korporat

15. | Bimbingan teknis/asistensi penyusunan Bidang Akuntan Negara
laporan keuangan BUMD

16. | Sosialisasi masalah korupsi Bidang Investigasi

17. | Bimbingan teknis/asistensi implementasi | Bidang Investigasi
Fraud Control Plan/FCP

18. | Audit investigasi Bidang Investigasi

19. | Evaluasi hambatan kelancaran Bidang Investigasi
pembangunan

20. | Evaluasi atas eskalasi dan klaim Bidang Investigasi

21. | Bantuan perhitungan kerugian keuangan | Bidang Investigasi
negara

22. | Pemberian keterangan ahli atas Bidang Investigasi
permintaan instansi penyidik

23. | Kajian pengawasan Bidang Investigasi

24. | Evaluasi penerapan tata kelola APIP Satgas Pembinaan PFA
Daerah APIP

25. | Sosialisasi dan mimbingan teknis Satgas Pembinaan PFA
penerapan JFA APIP Daerah APIP

26. | Pelayanan gaji honorarium dan tunjangan | Bagian Tata Usaha

27. | Pelayanan operasional perkantoran Bagian Tata Usaha

28. | Penyusunan rencana kerja/teknis Bagian Tata Usaha

29. | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Bagian Tata Usaha
Kepegawaian

30. | Pembinaan administrasi dan pengelolaan | Bagian Tata Usaha
keuangan

31. | Penyuluhan dan penyebaran informasi Bagian Tata Usaha

32. | Pembinaan administrasi dan pengelolaan | Bagian Tata Usaha
perlengkapan

33. | Pembinaan dan penilaian jabatan Bagian Tata Usaha
fungsional

34. | Pengumpulan data untuk mendukung + Bagian Tata Usaha
PASs 4+ Bidang APD

4+ Bidang Akuntan Negara
35. | Penyelenggaraan SIM di internal BPKP Bagian Tata Usaha
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KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Tahun 2010-2014 ini sudah
diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan serta mengacu
kepada Pedoman Penyusunan Renstra-KL Tahun 2010-2014 seperti diatur
dalam  Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Nomor 5 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 2009.

Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Utara yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar
dapat tercapai visi, misi, dan tujuan BPKP secara keseluruhan. Tujuan
tersebut tidak semata untuk kepentingan Perwakilan BPKP sendiri, nhamun
untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan pemerintah/Presiden
dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Namun demikian, Renstra ini masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam
rumusan-rumusan yang lebih operasional, yang kemudian dijabarkan dalam
langkah nyata berupa kegiatan-kegiatan pengawasan BPKP, baik yang
bersifat preemtif, preventif maupun represif.

Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Perwakilan
BPKP untuk bersama-sama melangkah dalam tindakan yang harmonis untuk
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah
dirumuskan dalam Rencana Strategis ini. Pencapaian kinerja memang bukan
hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus
menerus untuk menunjukkan bahwa BPKP memang mampu memenuhi
harapan stakeholders.

Rencana Strategis 2010-2014 40

«



TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010-2014
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

Lampiran 1/1 - 2

OuTPUT BIDANG/
PROGRAM SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET BAGIAN
2010 | 2011 | 2012 2013 ] 2014 PELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengawasan Intern 1. Meningkatnya kualitas Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Lap 10 14 15 17 19] Bidang Pengawasan
Akuntabilitas Keuangan penyelenggaraan pengawasan intern |Perekonomian Instansi Pemerintah
Negara dan Pembinaan akuntabilitas keuangan negara dan |Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan |Lap - 1 1 1 1 Pusat
Penyelenggaraan Sistem pembinaan penyelenggaraan SPIP  |LKKL Bidang Perekonomian
Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga/ Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Lap 3 1 1 1 1
Pemerintah Pemerintah Daerah serta Bidang Perekonomian
penyelenggaraan SPI pada badan Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder |Lap 30 27 30 33 36
usaha milik negara/ pemerintah Bidang Perekonomian
daerah Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Lap 61 74 81 89 98
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Lap 75 66 73 80 88
Polsoskam
Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Lap - - - - -
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Lap - 5 6 7 8
Bidang Polsoskam
2. Meningkatnya K/L & Pemda yang |Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan |Lap 8 15 17 19 21
menyelenggarakan SPIP sesuai LKKL Bidang Polsoskam
ketentuan yang berlaku Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Lap 5 2 2 2 2
Bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder |Lap 1 1 1 1 1
bidang Polsoskam
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP |Lap - - - - -
bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Lap 5 5 6 7 8] Bidang Akuntabilitas
Keuangan Daerah Pemerintah Daerah
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Lap 126 | 121 133] 146] 161
Daerah
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Lap - - - - -
Bidang Keuangan Daerah
Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD Lap 10 11 12 13 14
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder |Lap 3 2 2 2 2
bidang Keuangan Daerah
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan Lap 53 a7 52 57 63
publik bidang Keuangan Daerah
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP |Lap 33 42 46| 51 56
bidang Keuangan Daerah




Lampiran 1/2 - 2

OUTPUT BIDANG/
PROGRAM SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET BAGIAN
2010 2011 | 2012 2013] 2014 PELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat |Lap 20 15 17 19 21] Bidang Akuntan Negara
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Lap 45 24 26 29 32
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Lap 2 - - E -
Negara
Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Lap - - - - -
Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD |Lap 5 10 11 12 13
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Lap - - - - -
sektor korporat
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Lap 13 5 6 7 8
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Lap 8 8 9 10 11
Laporan hasil kajian pengawasan Lap 1 1 1 1 1 Bidang Investigasi
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi, dan |Lap 8 8 9 10 11
Klaim
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian Lap 73 87 96] 106] 117
negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan
Instansi Penyidik
Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi |Lap - - - - -
lainnya
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Kegiatan 1 1 1 1 1| Satgas Pembinaan PFA
Daerah APIP
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola Kegiatan - - - - -
APIP Daerah
Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan 2 2 2 2 2

2. Dukungan Manajemen dan |Meningkatnya kualitas dukungan Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 44 44, 44 44 44] Bagian Tata Usaha

Pelaksanaan Tugas Teknis manajemen dan kapasitas

Lainnya - BPKP penyelenggaraan pengawasan intern

akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP

3. Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan |Jumlah Sarana Prasarana Unit 2 3 3 4 4] Bagian Tata Usaha

Prasarana Aparatur Negara prasarana aparatur BPKP

BPKP




Lampiran 2/1 - 3

ALOKASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2010 - 2014

TAHUN PENANGGUNG
No. PROGRAM/KEGIATAN 2010 2011 2012 2013 2014 JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8
A. [PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS 4.124.475.000 5.278.286.000 5.810.784.000 6.406.790.000 7.058.487.000 Seluruh Bidang
KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDAI IAN INTERN PEMERINTAH
1 |Kegiatan pengawasan lintas sektor Bidang - 239.042.000 256.116.000 290.265.000 324.414.000 | Bidang Pengawasan
Perekonomian Instansi Pemerintah
2 |Kegiatan bimbingan teknis/asistensi penyusunan - 5.889.000 5.889.000 5.889.000 5.889.000 Pusat
LKKL Bidang Perekonomian
3 |Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara 30.489.000 11.507.000 11.507.000 11.507.000 11.507.000
Bidang Perekonomian
4 |Kegiatan pengawasan atas permintaan - 90.826.000 100.918.000 111.010.000 121.102.000
stakeholder Bidang Perekonomian
5 |Kegiatan pengawasan atas Proyek PHLN 848.365.000 779.327.000 853.047.000 937.299.000 1.032.082.000
6 |Kegiatan pengawasan lintas sektor Bidang 433.950.000 376.231.000 416.134.000 456.037.000 501.641.000
Polsoskam
7 |Kegiatan pengawasan BUN Bidang Polsoskam - - - - -
8 |Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden - - - - -
Bidang Polsoskam
9 |[Kegiatan bimbingan teknis/asistensi penyusunan 197.241.000 150.228.000 170.258.000 190.288.000 210.318.000
LKKL Bidang Polsoskam
10 |Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara 25.646.000 8.836.000 8.836.000 8.836.000 8.836.000
Bidang Polsoskam
11 |Kegiatan pengawasan atas permintaan 3.762.000 8.847.000 8.847.000 8.847.000 8.847.000
stakeholder bidang Polsoskam
12 |Kegiatan dukungan pembinaan - - - - -
penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam
13 |Kegiatan pengawasan lintas sektor bidang 35.515.000 44.239.000 53.087.000 61.935.000 70.783.000 | Bidang Akuntabilitas
Keuangan Daerah Pemerintah Daerah
14 |Kegiatan pengawasan BUN bidang Keuangan 159.037.000 1.223.792.000 1.345.160.000 1.476.642.000 1.628.352.000
Daerah
15 |Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden - - - - -
Bidang Keuangan Daerah
16 |Kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LKPD 141.889.000 79.524.000 86.753.000 93.982.000 101.211.000




Lampiran 2/2 - 3

TAHUN PENANGGUNG
No. PROGRAM/KEGIATAN 2010 2011 2012 2013 2014 JAWAB
17 |Kegiatan pengawasan atas permintaan 6.478.000 17.697.000 17.697.000 17.697.000 17.697.000
stakeholder Bidang Keuangan Daerah
18 |Kegiatan pengawasan atas kinerja pelayanan 351.838.000 417.846.000 462.298.000 506.750.000 560.092.000
publik Bidang Keuangan Daerah
19 [Kegiatan dukungan pembinaan 427.982.000 305.352.000 334.433.000 370.784.000 407.135.000
penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan
Daerah
20 |Kegiatan bimtek/asistensi GCG/KPI sektor 146.122.000 106.041.000 120.180.000 134.319.000 148.458.000 |Bidang Akuntan Negara
korporat
21 |Kegiatan pengawasan atas kinerja BUMD 139.612.000 196.226.000 212.578.000 237.106.000 261.634.000
22 |Kegiatan pengawasan BUN Bidang Akuntan - - - - -
Negara
23 |Kegiatan pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - - - -
24 |Kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 102.925.000 91.400.000 100.540.000 109.680.000 118.820.000
25 |Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara - - - - -
sektor korporat
26 |Kegiatan sosialisasi masalah korupsi 38.323.000 41.243.000 49.492.000 57.741.000 65.990.000 Bidang Investigasi
27 |Kegiatan bimtek/asistensi implementasi FCP 7.537.000 70.695.000 79.532.000 88.369.000 97.206.000
28 |Kegiatan kajian pengawasan 93.000 8.836.000 8.836.000 8.836.000 8.836.000
29 |Kegiatan audit investigasi atas HKP, Eskalasi, 88.681.000 87.312.000 98.226.000 109.140.000 120.054.000
dan Klaim
30 |Kegiatan audit investigasi, perhitungan kerugian 885.732.000 899.678.000 992.748.000 1.096.159.000 1.209.911.000
negara, dan pemberian keterangan ahli atas
permintaan Instansi Penvidik
31 |Kegiatan audit investigasi atas permintaan - - - - -
Instansi lainnya
32 |Kegiatan sosialisasi dan bimtek penerapan JFA 34.000.000 - - - - | Satgas Pembinaan PFA
APIP Daerah APIP
33 |Kegiatan sosialisasi dan bimtek penerapan 19.258.000 - - - -
tatakelola APIP Daerah
34 |Kegiatan evaluasi penerapan tatakelola APIP - 17.672.000 17.672.000 17.672.000 17.672.000

Daerah

B. |DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 16.005.956.000 | 16.330.520.000 [ 17.963.572.000 | 19.759.929.000 | 21.735.922.000
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPKP

1 |Kegiatan Dukungan Manajemen Perwakilan 16.005.956.000 | 16.330.520.000 | 17.963.572.000 [ 19.759.929.000 [ 21.735.922.000

BPKP

Bagian Tata Usaha




Lampiran 2/3 - 3

TAHUN PENANGGUNG
No. HANSEl NS 2010 2011 2012 2013 2014 JAWAB
C. |PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 650.000.000 650.000.000 715.000.000 786.500.000 865.150.000 Bagian Tata Usaha
APARATUR NEGARA BPKP
1 |Kegiatan terkait Sarana Prasarana 650.000.000 650.000.000 715.000.000 786.500.000 865.150.000

TOTAL ANGGARAN

20.780.431.000

22.258.806.000

24.489.356.000

26.953.219.000

29.659.559.000






